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Abstrak 

Penelitian ini membahas permasalahan hukum mengenai fungsi perusahaan listrik 

negara sebagai penyedia tenaga listrik terhadap konsumen ditinjau dari undang-

undang perlindungan konsumen. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 

1. Apa fungsi PLN dalam pemberian pelayanan di bidang kelistrikan. 2. Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap konsumen listrik. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teori 

sebagai pisau analisis dengan mengunakan teori tanggung jawab dan teori akibat 

hukum Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Fungsi PLN dalam pemberian 

pelayanan di bidang ketenagalistrikan adalah memberikan tenaga listrik secara 

terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik dan apabila tidak dapat 

menjalankan kewajibannya  tersebut dapar dimintai pertanggung jawaban. 2. 

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengakui adanya dua jalur penyelesaian, 

yang dapat dilakukan yakni melalui: Badan Penyelesaian Sengeta Konsumen atau 

jalur Peradilan; dan setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 tahun 1999, pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan pelaku usaha 

tersebut dibebankan kepada produsen atau pelaku usaha. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Tenaga listrik adalah bagian terpenting untuk pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara dan berperan penting dalam kehidupan 

masyarakat, karena hampir semua lini sector kehidupan baik sektor rumah tangga, 

industri, maupun jasa, sangat membutuhkan yang namanya tenaga listrik, jadi 

tenaga listrik merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan 

harus dipenuhi oleh negara agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Tenaga listrik sangat membutuhkan bahan baku atau sumber daya alam 

sebagai pembangkit untuk menghasilkan listrik. Konstitusi Indonesia telah 

mengatur penggunaan sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 33 (ayat  3) 

Undang-undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, jadi tujuan negarai adalah imemakmurkan irakyatnya, 

melindungi iseganap ibangsa iIndonesia idan iseluruh itumpah idarah idan iuntuk 

imemajukan ikesejahteraan iumum idan imencerdaskan ikehidupan ibangsa. 

Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disebut (PLN) merupakan 

pengejawantahan dari Pasal 33 UUD 1945 tersebut  atau sebagai ibadan iusaha 

milik inegara iyang idiamanatkan iuntuk imengurus, imengatur idan imemenuhi 

ikebutuhan ilistrik ibagi irakyat iIndonesiai. iTenaga ilistrik imemiliki iperanan 

ipenting idan icukup istrategis idalam imewujudkan itujuan ipembangunan 

inasionali, imaka ipenyediaan itenaga ilistrik idikuasai idan idikelola ioleh inegara 

imelalui ibadan iusaha imilik inegara idan ipenyediaannya iharus iditingkatkani, 

isejalan idengan iperkembangan ipembangunan iagar iketersediaan itenaga ilistrik 

idalam ijumlah iyang icukupi, imerata idan ibermutu idapat itercapai idemi 

imemenuhi ikebutuhan itenaga ilistrik ibagi irakyat iIndonesiai. 

Pengaturan Tenaga listrik harus memperhatikan ketentuan keselamatan 

ketenagalistrikan yang sudah diatur dalam bentuk undang-undang. Menurut Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, 
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ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut  penyediaan dan 

pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya 

dibidang ketenagalistrikan, rakyat  atau masyarakat Indonesia sebagai pengguna 

jasa dan layanan listrik yang diselenggarakan oleh PLN disebut sebagai konsumen 

memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 undang-undang 

Ketenagalistrikan. Adapun hak tersebut sebagai berikut: 

1. Mendapatkan pelayanan yang baik; 

2. Mendapatkan tenaga listrik terus menerus,cukup dan dengan mutu dan keandalan 

yang baik; 

3. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya pada harga yang wajar; 

4. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gngguan tenaga listrik;dan 

5. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan 

dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga 

listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.  

Selain hak yang dimiliki konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban 

untuk: 

1. Melakukan pengamanan  terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat 

pemanfaatan tenaga listrik; 

2. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; 

3. Memanfaatkan tenaga listrik yang sesuai dengan peruntukkannya; 

4. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;dan 

5. Mentaati persyaratan teknis di bidang kelistrikan. 

Hak konsumen juga dapat ditemukan di dalam Pasal 4 undang-undang 

nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan 

undang-undang perlindungan konsumen). Hak dan Kewajiban Konsumen sebagai 

berikut: 

Hak konsumen adalah: 

1. haki atas ikenyamanan, ikeamanan, idan ikeselamatan idalam imengkonsumsi 

barang idan/atau ijasa 

http://www.ejornal.an-nadwah.ac.id/
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2. ihak iuntuk imemilih ibarang idan/atau ijasa iserta imendapatkan ibarang 

dan/atau ijasa itersebut isesuai idengan inilai itukar idan ikondisi iserta ijaminan 

iyang idijanjikan; 

3. ihak iatas iinformasi iyang ibenari, ijelas, idan ijujur imengenai ikondisi idan I

 jaminan  

    barang idani/iatau ijasai; 

4. ihak iuntuk ididengar ipendapat idan ikeluhannya iatas ibarang idan/atau ijasa I

 yang digunakan; 

5. hak iuntuk imendapatkan iadvokasii, iperlindungani, idan iupaya ipenyelesaian i 

    sengketa perlindungan ikonsumen isecara ipatut; 

6. hak iuntuk imendapat ipembinaan idan iPendidikan ikonsumeni; 

7. hak iuntuk idiperlakukan iatau idilayani isecara ibenar idan ijujur iserta itidak  

    idiskriminatif; 

8. hak iuntuk imendapatkan ikompensasii, iganti irugi idani/iatau ipenggantiani, I

 apabila barang idan/atau ijasa iyang iditerima itidak isesuai idengan iperjanjian 

I atau itidak sebagaimana imestinya; 

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Selain Hak, Konsumen juga memiliki kewajiban, yakni: 

a. membacai atau imengikuti ipetunjuk iinformasi idan iprosedur ipemakaian iatau  

pemanfaatan ibarang dan/atau ijasa, idemi ikeamanan idan ikeselamatan; 

b.  beritikad ibaik idalam imelakukan itransaksi ipembelian ibarang dan/atau ijasa; 

c.  membayar isesuai idengan inilai itukar iyang idisepakati; 

d.  mengikuti iupaya ipenyelesaian ihukum isengketa. iperlindungan ikonsumen 

 secara patut. 

Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 undang undang 

ketenagalistrikan tersebut ditemukan kekaburan norma, sebagaimana diketahui 

bahwa undang-undang terkadang memiliki norma yang bias, kabur dan tidak jelas 

sehingga menyebabkan terjadinya kekaburan norma terkait hak konsumen selaku 

penerima layanan kelistrikan oleh PLN.  

Prinsip utama yang dianut  sistem hukum adalah hukum itu dapat 

dikomunikasikan  terhadap masyarakat. “Apabila suatu aturan hukum dalam bentuk 
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undang-undang tidak bisa dikomunikan dengan baik kepada masyarakat, berarti 

undang-undang tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat”1.  

Selain itu undang undang ketenagalistrikan tidak memberikan penjelasan 

apapun terkait frasa mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan 

keandalan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 undang-undang kelistrikan 

dan juga di dalam Pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur 

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila  

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya yang mana Pasal ini belum berjalan dengan baik karena 

masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kompensasi, ganti rugi sesuai 

dengan amanat Pasal tersebut karena masyarakat harus menggugat terlebih dahulu 

apabila ingin mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. 

 Masyarakat sebagai pengguna tenaga listrik yang diselenggarakan oleh 

PLN atau yang disebut konsumen masih mengalami pemadaman listrik secara 

mendadak terlebih lagi di waktu maghrib tanpa ada informasi terlebih dahulu dan 

juga terkadang arus listrik yang diterima masyarakat tidak stabil yang dapat 

menimbulkan kerusakan barang elektronik bahkan kebakaran sehingga 

menimbulkan kerugian bagi konsumen, ini lah yang menjadi isu hukum dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan paparan latari belakang imasalah iyang itelah idiuraikan idi 

atas, imaka ipeneliti itertarik imelakukan isuatu ipenelitian ihukum iyang 

dituangkan idengan ijudul “Fungsi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai 

Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen” 

 

 

B.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkani uraian ilatar ibelakang imasalah iyang idiuraikan idi iatas, 

maka iperumusan imasalah idapat idirumuskan isebagai iberikut: 

 
1 Bahder Johan Nasution & Sri Warjiayati, Bahasa Indonesia Hukum, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2001., Hlm. 79 

http://www.ejornal.an-nadwah.ac.id/


Fungsi Perusahaan Listrik Negera (Pln) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik 

Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang  

Perlindungan Konsumen 

www.ejornal.an-nadwah.ac.id                                           P a g e | 63 

   
 

1. Apa fungsi PLN dalam pemberian pelayanan di bidang kelistrikan? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen listrik? 

 

  C.   Landasan Teori 

“Legal Theoryi” (iteori hukumi) imempunyai ikedudukan iyang isangat 

penting idi idalam ipenelitian ihukum, ikarena iteori ihukum itersebut idapat 

digunakan isebagai ipisau ianalisis iuntuk imengungkapkan ifenomena-fenomena 

hukum, ibaik idalam itataran ihukum inormatif iatau iempiris”2. 

Adapun teori yang dipakai untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah 

peneliti uraikan di atas yaitu, untuk menjawab rumusan masalah pertama dipakai 

teori Tanggung Jawab hukum dan akibat hukum dan untuk menjawab rumusan 

masalah kedua dipakai teori perlindungan hukum. 

Teorii tanggung ijawab ihukum, iyang idalam iBahasa iinggris idisebut  idengan 

theory of legal liability, iBahasa ibelandanya idisebut de theory van wettelijke 

aansprakelijkheid, isedangkan idalam ibahasa ijermannya idisebut idengan idie 

theorie der hafting imerupakan iteori iyang imenganalisis itentang iteori itanggung 

jawab  isubjek ihukum iatau ipelaku iyang itelah  imelakukan iperbuatan imelawan 

hukum iatau iperbuatan ipidana, iperdata idan iadministrasi iyang imenimbulkan 

kerugian ibagi isubjek ihukum. 

Timbulnya itanggung ijawab idi ibidang ihukum iperdata iadalah idisebabkan 

karena isubjek ihukum itidak imelaksanakan iprestasi idan/atau imelakukan 

perbuatan imelawan ihukum. iPrestasi isubjek ihukum iberupa imelakukan 

isesuatu, iberbuat isesuatu idan itidak iberbuat isesuatu. iApabila isubjek ihukum 

iitu tidak imelaksanakan iprestasinya, imaka idapat idigugat atau idimintai 

pertanggung ijawaban iperdata, iyaitu imelaksanakan iprestasi dan/atau imembayar 

ganti irugi  ikepada isubjek ihukum iyang idirugikan isebagaimana iyang idiatur 

dalam iPasal i1246 Kitab iUndang-undang iHukum iPerdata (iselanjutnya disebut 

KUHPerdatai), iyaitu ikerugian iyang itelah iditerimanya iberupa ipenggantian 

biaya-biaya idan ikerugian. 

 
2 Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Disertasi dan Tesis (Buku Kedua), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 1. 
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Akibat hukum adalah akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh 

suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, jadi akibat 

hukum merupakan refleksi dari perbuatan yang dilakukan. “iTindakan iyang 

idilakukannya imerupakan iTindakan ihukum iyang idilakukan iguna imemperoleh 

isesuatu iakibat iyang idikehendaki ihukum”3. 

Lebih ijelas ilagi ibahwa iakibat ihukum iadalah isegala iakibat iyang iterjadi 

idari isegala iperbuatan ihukum iyang idilakukan ioleh isubyek ihukum iterhadap 

iobjek ihukum iatau iakibati-iakibat ilain iyang idisebabkan ikarena ikejadiani-

ikejadian itertentu ioleh ihukum iyang ibersangkutan itelah iditentukan iatau 

idianggap isebagai iakibat ihukum”4. 

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua 

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan 

kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang 

diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan 

kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan 

bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan 

bagi pekerja terhadap pengusaha5. 

 

D.   Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yuridis normatif diambil sebagai tipe penelitian dalam 

penelitian ini, berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan 

isu hukum yang berkaitan dengan Tanggung Jawab PLN terhadap konsumen 

ditinjau dari  undang-undang nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

 Dalam penelitian yuridis normatif ini sumber utamanya adalah undang-

undang ketenagalistrikan dan undang-undang perlindungan konsumen, secara 

teoritis penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum 

sebagai sebuah bangunan sistem norma. 

PEMBAHASAN 

1. Fungsi PLN dalam pelayanan di bidang ketenagalistrikan 

 
3 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 206. 
4 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 295. 
5 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2009, Hlm.  10 
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Pemberian pelayanan di bidang kelistrikan oleh PLN terkadang masih 

mengalami gangguan yang berujung pada pemadaman listrik karena faktor teknis 

dan non teknis, selain itu juga karena perkembangan tekhnologi dan pertumbuhan 

penduduk yang sangat pesat mengakibatkan krisis energi listrik tidak terhindarkan 

lagi. Pembangkit listrik yang di miliki oleh PLN yang tersebar di seluruh pelosok 

negri ternayata masih belum sanggup memenuhi kebutuhan konsumen yang 

semakin hari kian bertambah. Selain itu pemadaman juga idapat idiakibatkan ioleh 

gangguan idi iluar iperkiraan imanusia, imisalnya ipohon itumbang iyang mengenai 

tiang ilistrik idan ikabel ilistrik, imobil iyang imenabrak itiang ilistrik. iPemadaman 

listrik ijuga idapat idiakibatkan ioleh ipemeliharaan ijaringan iPLN iterhadap itrafo, 

kabel idan ialat ipenunjang ilainnya iyang iharus imendapat iperawatan iberkala 

untuk idapat itetap iberoperasi isesuai ikeadaan inormal. iPeralatan iyang 

digunakan ipastinya imengalami ipengurangan inilai iguna idari ihari ike ihari, 

untuk isebab iitulah isecara iberkala idiperlukan ipemeliharaan iperalatan itersebut 

agar ivisi idan imisi iPLN idapat idiwujudkan isehingga imemberikan kesejahteraan 

bagi imasyarakat iatau ikonsumen. 

Adapun visi dan misi PLN adalah sebagai berikut: 

VISI 

Menjadi perusahaan terkemuka se-asia tenggara dan mejadi pilihan pelanggan 

untuk solusi energi. 

MISI 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

kepada kepuasan pelanggan,anggota perusahaan dan pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

 

Agar visi misi tersebut dapat berjalan sebagai mana mestinya PLN sebagai 

badan usaha milik negara harus menjalakan kewajiban dan kewenangannya sesuai 

dengan peraturan dan Standard Operasional (SOP) yang telah ditentukan 

http://www.ejornal.an-nadwah.ac.id/
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Pelanggan pengguna listrik merupakan konsumen yang perlu mendapat 

perlindungan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan, beberapa hak pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain: 

a. Mendapat pelayanan yang baik; 

b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang          

baik; 

c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; 

d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan 

e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan     

dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga  

listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. 

 

Sebagai pelanggan, konsumen pengguna tenaga listrik juga memiliki 

kewajiban. Kewajiban pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain: 

a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat 

pemanfaatan tenaga listrik. 

b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan. 

c. Menjaga keamanan alat pembatas dan atau pengukur (APP) Pengusaha yang 

terpasang pada bangunan atau persil pelanggan. 

d. Menjaga keamanan sambungan listrik (SL) yang terpasang pada bangungan atau 

 persil pelanggan. 

e. Menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukannya. 

f. Mengizinkan PLN untuk melaksanakan haknya. 

Sesuaii idengan iketentuan iundang-undang, imaka iyang imenjadi ihak 

PLN isebagai ipemegang iizin iusaha ipenyediaan itenaga ilistrik idalam 

melaksanakan iusaha ipenyediaan itenaga ilistrik iberhak iuntuk: 

a. Melintasi isungai iatau idanau ibaik idi iatas imaupun idi ibawah ipermukaan; 

b. Melintasi ilaut ibaik idi iatas imaupun idi ibawah ipermukaan; 

c. Melintasi ijalan iumum idan ijalan ikereta iapi; 

d. Masuk ike itempat iumum iatau iperorangan idan imenggunakannya iuntuk 

isementara waktu; 
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e. Menggunakan itanah idan imelintas idi iatas iatau idi ibawah itanah; 

f. Melintas idi iatas iatau idi ibawah ibangunan iyang idibangun idi iatas iatau idi 

ibawah tanah; idan 

g. Memotong idani/iatau imenebang itanaman iyang imenghalanginyai.12 

 

Dalam ipenyediaan itenaga ikelistrikan, imaka ikewajiban iPT.PLN i 

(iPerseroi) iadalah isebagai iberikut: 

a. menyediakan itenaga ilistrik iyang imemenuhi istandar imutu idan ikeandalan 

iyang iberlaku; 

b. memberikan ipelayanan iyang isebaiki-ibaiknya ikepada ikonsumen idan 

imasyarakati; 

c. memenuhi iketentuan ikeselamatan iketenagalistrikani; idani 

d. imengutamakan iproduk idan ipotensi idalam inegeri. 

Pelaku usaha (PLN ) dengan konsumen mempunyai hubungan keperdataan 

karena kedua belah pihak terikat pada perjanjian jual beli tenaga listrik. Jual beli 

menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, jadi “unsur unsur pokok perjanjian 

jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas konensusualisme yang 

menjiwai hukum perjanjian B.W. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik 

tercapainya “sepakat”6 

Menurut Pasali 1338 iKitab iUndang-Undang iHukum iPerdata iyang 

menyatakan ibahwa isemua iperjanjian iyang idibuat isesuai idengan iketentuan 

yang iberlaku imenjadi iUndang-undang ibagi iyang imembuatnya, ijadi ipada 

prinsipnya iperjanjian iyang itelah idisepakati imerupakan ihukum ibagi iyang 

membuatnya idan ikepada ihukum iitulah imereka itaat idan imematuhinya. iSetiap 

perjanjian iyang idibuat idan idisepakati iterdapat ihaki-ihak idan kewajiban iyang 

harus idipenuhi ioleh ipara ipihaki, idengan idipenuhinya ihaki-ihak idan 

ikewajiban itersebut imaka itujuan ihukum idapat itercapaii. 

 
6 R Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 2 
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Pelaksanaan tanggungjawab jual beli tenaga listrik  PLN kepada konsumen 

dilihat dari hukum perjanjian jual-beli terkait dengan hak konsumen listrik. Dalam 

hal apabila terjadi pemadaman listrik secara sepihak, tentu ada konsumen yang 

mengalami kerugian. Apabila terjadi ketidakpuasan pelayanan dari pelaku usaha 

sudah selayaknya juga konsumen mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, 

pemberian kompensasi sendiri diatur oleh Peraturan Mentri Energi dan Sumber 

daya Mineral (ESDM) Nomor 27 tahun 2017, dimana tertera soal pengurangan 

tagihan listrik TMP (Tingkat Mutu Pelayanan) atau kompensasi kepada konsumen 

yang dirugikan Ketika ada pemadaman oleh PLN, terutama untuk pelanggan non 

subsidi, TMP nya dapat dihitung sendiri oleh PLN, Apabila nanti dihitung TMPnya 

melebihi dari standard yang ada, maka PLN wajib memberikan kompensasi, akan 

tetapi  masayarakat masih perlu melakukan upaya hukum untuk dapat 

memperjuangkan haknya sebagai konsumen karena kurang transparannya data 

TMP. 

 

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen sebagai Penerima Jasa atau 

Layanan oleh PLN 

Menurut Pasal 45 ayat (1) undang-undang perlindungan konsumen yang 

menyatakan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku 

Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen 

dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 

umum. 

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat 

(2) undang-undang perlindungan konsumen ini tidak menutup kemungkinan 

penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Undang-undang 

Perlindungan Konsumen mengakui adanya dua jalur penyelesaian, yang dapat 

dilakukan yakni melalui: 

1. Badan Penyelesaian Sengeta Konsumen; 

2. Peradilan; 

Badani Penyelesaian iSengketa iKonsumen idalam imenangansi 

penyelesaian isengketa imembentuk imajelisi, idengan ijumlah ianggota iyang 
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iharus iberjumlah iganjil iterdiri idari isedikiti-idikitnya i3 i (itigai) iorang iyang 

imewakili isemua iunsuri; idan idibantu ioleh iseorang ipaniterai. iMenurut 

iketentuan idalam ipasal i54 iayat i (i4i) iUU iperlindungan ikonsumeni, iketentuan 

iteknis idari ipelaksanaan itugas imejelis iBadan iPenyelesaian iSengketa 

iKonsumen iyang iakan imenangani idan imenyelesaikan isengketa ikonsumen 

iakan idiatur itersendiri ioleh iMenteri iPerindustrian idan iPerdagangani. iYang 

ijelas iBadan iPenyelesaian iSengketa iKonsumen idiwajibkan iuntuk 

imenyelesaikan isengketa ikonsumen iyang idiserahkan idengan ijangka iwaktu i21 

i (idua ipuluh isatu ihari ikerjai). i 

iNamun isebagaimana iperlindungan iterhadap ihaki-ihak ikonsumen 

iketenagalistrikani. iMasyarakat iIndonesia isebagai ipenerima ijasa ikelistrikan 

isering imengalami ikesulitan iakibat ikurangnya iinformasi iterkait istandar 

ioperasioanal ipelayanan i (iSOPi) iyang ijelasi. iMasyarakat iatau ikonsumen iakan 

imudah isecara isepihak idijatuhi isanksi ijika iyang ibersangkutan iterlambat 

imembayar ikewajibannyai. i 

iTanggung iJawab iPLN itimbul ikarena iterjadinya igangguan idalam 

ipelayanan iyang idi iberikan ioleh iPLNi. iGangguan iini imengakibatkan 

ikerugian ipada ipelanggani. iAtas ikerugian iini ipelanggan ilistrik idapat 

imengajukan igugatan iterhadap iPLN i (iatas idasar iwanprestasi iatau idapat ijuga 

iatas idasar iperbuatan imelawan hukumi, iuntuk ipembuktian iada iatau itidaknya 

iunsur ikesalahan imaka iPLN iyang iakan imembuktikannya iberdasarkan iTingkat 

iMutu iPelayanan idan iRekap iDasar iLaporan iPemadamani, isedangkan 

ipelanggan ilistrik iyang imerasa idirugikani, ididasarkan ipada iprinsip itanggung 

igugat iyaitu idengan ibeban ipembuktian iterbaliki. iPembuktian itanggung igugat 

iprodusen ikarena iadanya iperbuatan imelanggar ihukum iyang idilakukan isecara 

iumum idalam ihukum ipembuktiani, iyaitu imembebankan ikepada ipenggugat 

iuntuk imembuktikan iadanya ikesalahan itergugat iyang imenyebabkan ikerugiani, 

iakan itetapi isetelah iadanyaUndangi-iUndang iPerlindungan iKonsumen iNomor 

i8 itahun ii1999i, ipembuktian itentang iada itidaknya ikesalahan ipelaku iusaha 

itersebut idibebankan ikepada iprodusen iatau ipelaku iusahai, imaka idengan 
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iinilah iundangi-iundang imemberikan iperlindungan ibagi imasyarakat iyang 

imayoritasnya iadalah ikonsumeni. i 

iTerhentinya ipenyediaan itenaga ilistrik idalam ibatasi-ibatas itertentu 

iternyata idilindungi ioleh iUndangi-iundangi, imelalui istandar imutu idan 

ikeandalani. iArtinya iharus iada ipenetapan istandar ijumlah idan ilama 

iterhentinya ipenyediaan itenaga ilistrik ikarena igangguani. iBila  iPLN imelanggar 

istandar iini iterbuka ipeluang kecil iuntuk imengajukan igugatan iganti irugii. 

iMasyarakat iatau ikonsumen iakan imudah isecara isepihak idijatuhi isanksi ijika 

iyang ibersangkutan iterlambat imembayar ikewajibannyai 

iAsas idan itujuan iyang idianut iUndangi-iundang itentang 

iketenagalistrikani, ibahwa ipembangunan iketenagalistrikan ibertujuan iuntuk 

imenjamin iketersediaan itenaga ilistrik idalam ijumlah iyang icukupi, ikualitas 

iyang ibaiki, idan iharga iyang iwajar idalam irangka imeningkatkan ikesejahteraan 

idan ikemakmuran irakyat isecara iadil idan imerata iserta imewujudkan 

ipembangunan iyang iberkelanjutani, itelah imencerminkan iadanya ikewajiban 

memberikan iperlindungan iterhadap ikonsumen ilistriki. iPelanggarani. iterhadap 

iini itentu iada ikonsekuensi ihukumnyai, ikecuali iterbukti iadanya 

ikeadaanmendesak idiluar ikemampuan imanusia i (iforce imajeuri) iseperti 

ibencana ialam iatau igempa ibumi iyang itidak idapat idihindarkani. i 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 
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Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi PLN dalam pemberian pelayanan di bidang ketenagalistrikan adalah 

memberikan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan 

yang baik dan apabila tidak dapat menjalankan kewajibannya  tersebut dapar 

dimintai pertanggung jawaban dari aspek hukum perdata yakni mendapat ganti 

rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan     dan/atau kelalaian 

pengoperasian oleh penyedia tenaga  listrik sesuai syarat yang diatur dalam 

perjanjian jual beli tenaga listrik. Konsumen yang dirugikan mempunyai hak 

untuk menuntut ganti rugi dan mendapatkan kompensasi apabila tingkat mutu 

pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka PLN wajib 

memberikan kompensasi 

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen sebagai penerima layanan 

ketenagalistrikan adalah Perlindungan hukumnya tidak hanya sekedar 

permintaan maaf, melainkan kalau perlu pemberian ganti rugi kepada para 

pelanggan/ konsumen akibat padamnya listrik. Dengan prinsip asas equality 

before the law (kesetaraan dimata hukum) undang undang memberikan upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen Ketika haknya dilanggar. Undang-

undang Perlindungan Konsumen mengakui adanya dua jalur penyelesaian, yang 

dapat dilakukan yakni melalui: Badan Penyelesaian Sengeta Konsumen atau 

jalur Peradilan; dan setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 tahun 1999, pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan pelaku usaha 

tersebut dibebankan kepada produsen atau pelaku usaha. 

 

 

 

 

 

A. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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1. PLN hendaknya meningkatkan pemeliharaan mesin, tiang tiang listrik dan 

mempercepat pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru agar surplus 

energi listrik dapat dicapai dan agar dapat mengantisipasi pemadalaman listrik 

terutama dibeban puncak sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat 

dapat secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. 

2. Perlunya sosialisai dan transparansi terhadap tingkat mutu pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat sehingga hak-hak dan kewajiban konsumen dapat 

terlindungi, selain itu juga perlu Penguatan Peranan Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia dalam memberi bimbingan dan perlindungan kepada 

masyarakat/ konsumen agar menuju masyarakat yang sejahtera. 
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